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1.1. Latar belakang Penelitian

Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak
lepas dari pengaruh perkembangan dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum
rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan
menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas
menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit
dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan
ini menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintah karena rumah sakit
pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah.
Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan
bermutu.

Saat ini, rumah sakit harus merubah orientasinya dimana adanya perpaduan
antara service public oriented dan profit oriented. Perubahan orientasi organisasi
pemerintah yang paling sering diterapkan pada setiap unit lembaga pelayanan masyarakat
adalah reorganisasi yuridis dan reorganisasi finansial, yang terimplementasi melalui
Penerapan Badan Layanan Umum (BLU) pada beberapa lembaga masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, BLU adalah instansi dilingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.




Rumah sakit merupakan suatu unit usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan
sosial dibidang medis klinis. Pengelolaan unit usaha rumah sakit memiliki keunikan
tersendiri karena selain sebagai unit bisnis, usaha rumah sakit juga memiliki misi sosial,
disamping pengelolaan rumah sakit juga sangat tergantung pada status kepemilikan
rumah sakit. Misi rumah sakit tidak terlepas dari misi layanan sosial, namun ternyata
dalam pengelolaan rumah sakit tetap terjadi konflik kepentingan dari berbagai pihak.

Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun
operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, baik eksternal
maupun internal. Pihak eksternal, menuntut rumah sakit dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan
berujung pada kepuasan pasien. Selain pihak internal juga menuntut adanya ngendalian
biaya. Pengendalian biaya adalah masalah yang komplek karena dipengaruhi berbagai
pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumberdaya professional dan yang tak
kalah penting adalah peerkembangan teknologi (Adriansyah, 2011).

Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas
dari pengaruh perkembangan dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah
sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah
ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah keatas.
Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara
mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan ini menyebabkan
fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintah karena rumah sakit pemerintah

memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah kebawah.




Dalam Pasal 1 angka 2 PP no 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum bahwa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibiltas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangkamajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Tujuan dibentuknya BLU, sebagaimana diamanatkan dalam PP No
23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 29 ayat (7) UU No | Tahun
2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “BLU bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis
yang sehat™.

Perubahan ini juga berimbas pada pola kinerja, pola keuangan dan
pertanggungjawaban pengelolaan rumah sakit. Pengelolaan Rumah Sakit Pemerintah
akan mengarah kepada operasional pelayanan secara mandiri dan otonom. Dengan
adanya issue kemandirian, rumah sakit terus didorong untuk melakukan upaya
pembenahan dan peningkatan kinerja di setiap unitnya. Ini dibuktikan di Jawa Tengah
dimana semenjak penerapan konsep BLU, maka pendapatan rumah sakit yang dulunya
di bawah 100 milyar saat ini bisa mencapai diatas 120 milyar (Mardiatmo, 2010). Selain
peningkatan kinerja keuangan, yang paling utama rumah sakit dituntut untuk
meningkatkan kinerja pelayanan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak
keluhan pada rumah sakit pemerintah terutama dalam hal pelayanan, mutu dan fasilitas

sarana rumah sakit.




Buruknya pelayanan rumah sakit ini terutama dirasakan oleh masyarakat
menengah ke bawah, terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption
Watch pada Tahun 2009 di daerah Jabotabek, yang menyatakan bahwa 28 4 % pasien

miskin mengungkapkan pengurusan administrasi rumah sakit masih rumit dan berbelit-

belit, sekitar 46,9 % mengeluhkan antrean panjang. Selain itu, sien rawat inap juga
mengeluhkan ihwal rendahnya kunjungan dan disiplin dokter terhadap pasien, sedangkan
65.4 % pasien perempuan rawat inap mengeluh kurang ramahnya sikap perawat terhadap
mereka (Amri, 2010). Masalah ini bukan hanya terjadi di Jabotabek, berbagai keluhan
dirasakan juga pada salah satu rumah sakit pemerintah di kota Palembang (Kertaningtyas,
2011), terutama pelayanan medis untuk pasien yang menggunakan jasa jamkesmas
(Noerdin, 2011).

Fenomena ini sangat bertolak belakang dengan tujuan utama penerapan BLU pada
rumah sakit, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan bahwa dengan
penerapan BLU, rumah sakit yang bersangkutan bisa meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat (Supari, 2006). Besarnya manfaat yang akan diperoleh dengan
status BLU tersebut, maka diharapkan pada Tahun 2011 ini seluruh rumah sakit di
Indonesia sudah berstatus Badan Layanan Umum (Supari, 2006).

Keberhasilan rumah sakit BLU dalam kinerjanya telah ditentukan oleh
Departemen Kesehatan dalam 3 (tiga) indikator yaitu pelayanan, mutu pelayanan dan
manfaat bagi masyarakat serta keuangan (Husein, 2007). Untuk mengukur tiga
indikator di atas perlu adanya pengukuran kinerja yang komprehensif mencakup kinerja
finansial maupun kinerja non finansial seperti tingkat kepuasan pasien, cara rumah sakit

dalam meningkatkan pelayanan dan tingkat kepuasan pegawai rumah sakit terhadap




sistem manajemen yang diterapkan, sehingga dengan demikian para pengambil
kebijakan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kinerja rumah sakit.
BLU dalam perkembangannya dapat dijabarkan menjadi dua yaitu BLU dan

BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). BLU dibentuk oleh pemerintah pusat sedangkan
BLUD oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan  produktivitas. Dalam hal pengintegrasian laporan keuangan, BLU
mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan kementerian negara berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diserahkan melalui KPKN, sedangkan
pada BLUD laporan keuangan triwulan, semesteran, maupun tahunan diserahkan
melalui PPKD yang baru kemudian dikonsolidasikan dengan %oran keuangan
pemerintah daerah.
1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Perubahan ini juga beerimbas pada Rumah Sakit daerah Kayu Agung yang maasih
dikelola secara konvensional dn akan berubah untuk penerapan BLU pada tahun
mendatang. Berdasarkan prinsip ekonomi, produktifitas, dan penerapan pratek bisnis
yang sehat dan untuk persiapan perubahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian
Analisa Perhitungan Tarif Rumah Sakit Daerah Kayu Agung.

%.Tujuan Penelitian




Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi rencana
Rumah Sakit Daerah Kayu Agung menjadi Badan Layanan Umum dari aspek finansial
dan non finansial. Secara singkat penentuan tarif dimaksud dihitung berdasarkanunit cost
yang dianalisa dari biaya langsung dan biaya tak langsung.

1. Metodologi Penelitian
Dalam menganalisis Kinerja Rumah Sakit Kayu Agung dilakukan secara bersama-
sama dengan petugas rumah sakit melalui Focus Group Discussion dan hasilnya
disimpulkan secara bersama - sama

2. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian desriptif kuantitatif yang dilakukan pada Rumah Sakit
Umum di Kota Kayu Agung yang direncanakan menjadi Badan Layanan Umum
(BLU)

2. Jenis dan Sumber Data
genelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber data,
yaitu data hasil wawancara dengan manajemen/pegawai rumah sakit. glain itu
digunakan juga data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber data, yait
dari laporan dan dokumen perencanaan strategis Rumah Sakit Kayu Agung

3. . Metode Analisis Data
Dalam menganalisa kinerja Rumah Sakit Kayu Agung dilakukan swecara bersama-

sama dengan petugas rumah sakit melalui Fokus Group discussion dan hailnya

disimpulkan secara bersama-sam




BAB 11

(66
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Badan Layanan Umum

2.1.1. Pengertian, Tujuan dan Azaz Badan Layanan Umum

Banyaknya polemik yang memperdebatkan mengenai bentuk pengelolaan yang
paling tepat atas pengelolaan aset dan lembaga pemerintah telah memunculkan suatu
alternatif baru yaitu Badan Layanan Umum (BLU). Alternatif ini diharapkan dapat
menjadi langkah awal dalam pembaharuan pengelolaan keuangan sektor publik demi
meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dikemukakan dalam
defenisi BLU menurut Pasal 1 PP No 23 tahun 2005 .

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas™.

Tujuan  pembentukan BLU menurut UU No 1 Tahun 2004 adalah
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya peningkatan pelayanan menurut PP
no 23 Tahun 2005 pasal 2 adalah dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis
yang sehat.

Azas penerapan BLU yang tercantum dalam PP No 23 Tahun 2005 Pasal 3

menyebutkan bahwa :




1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaanya berdasarkan
kewenangan yang didelegasikan oleh induk yang besangkutan.

2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak
terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi
induk.

3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya
kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.

4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota.

5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran
serta laporan keuangan dan kinerja kementerian
negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.

7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis
yang sehat.

Dari uraian definisi, tujuan dan azas BLU, maka dapat terlihat bahwa BLU
memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu : (1) Berkedudukan sebagai lembaga

pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara (2) Menghasilkan barang




dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat (3) Tidak bertujuan untuk mencari laba (4)
Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi (5)
Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi
induk (6) Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara
langsung (7) Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri
sipil (8) BLU bukan subyek pajak.

Selain itu, sekalipun BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan
produktivitas ala korporasi, namun terdapat beberapa karakteristik lainnya yang
membedakan pengelolaan keuangan BLU dengan BUMN/BUMD, yaitu:

1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan
kegiatan BLU yang bersangkutan.

3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan
pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang
pemerintahan yang bersangkutan.

4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat
pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan
kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang
bersangkutan.

5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
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6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja
BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta
laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah.

7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan
merupakan pendapatan negara/daerah.

8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang
bersangkutan.

9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam

PP No. 23 Tahun 2005

2.1.2. Pengertian, Tujuan dan Azaz Badan Layanan Umum Daerah

Banyaknya polemik yang memperdebatkan mengenai bentuk pengelolaan yang
paling tepat atas pengelolaan asset dan lembaga pemerintah telah memunculkan suatu
alternatif baru yang disebut sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD). Alternatif
ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan pengelolaan keuangan
sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini
dikemukakan dalam defenisi BLUD menurut pasal 1 Butir (1) dalam Permendagri No 6
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum.

“Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan atau jaasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.”
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Tujuan pembentukan BLUD menurut Permendagri No 6 Tahun 2007 dalam pasal

3 bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan atau pemerintah daerah %lam memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan menurut No 1

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 ayat 1 terbentuknya BLUD adalah

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka majukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya peningkatan pelayanan
masyarakat tersebut ditempuh dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, penerapan praktek bisnis yang
sehat.

Asas penerapan BLU tercantum dalam Pemendagri No 6 Tahun 2007 tentang
ketentuan Umum menyebutkan bahwa :

1. BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan
pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek
bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang
didelegasikan oleh kepala daerah.

2. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk
membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah
dari pemerintah daerah.

3. Kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan

umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang

dihasilkan.
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Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian
layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi
serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran
serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD
harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada
masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran
serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD

diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

2.1.3. Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Badan Layanan Umum

Badan Layanan umum (BLU) merupakan kebijakan pemerintah yang lahir dari

suatu ide tentang alternatif pengelolaan keuangan negara yang lebih produktif, fleksibel

dan transparan pada sistem pelayanan publik. Ide tersebut akhirnya ditetapkan melalui

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Peraturan

Pemerintah (PP) No 23 tahun 2005 tentang Pegelolaan Keuangan Badan Layanan
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Umum yang secara rinci mengatur tujuan, asas, persyaratan, penetapan, pencabutan,

standar pelayanan, tarif layanan, pengelolaan keuangan dan tata kelola BLU.

Meski demikian tidak sedikit masyarakat yang mengajukan proses terhadap
kebijakan tersebut karena menganggap peraturan itu sebagai upaya pemerintah pusat
untuk melepaskan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya daerah. Pendapat
yang lebih ekstern malah menyebutkan kebijakan ini sebagai upaya komersialisasi dan
mewiraswastakan instansi pemerintah (enterprising government). Argumen tersebut
cukup masuk akal mengingat pengelolaan keuangan BLU secara teknis memperbolehkan
setiap instansi yang telah berstatus BLU untuk memungut tarif pada setiap unit
pelayanan barang atau jasa yang diberikan pada masyarakat yang kemudian disebut
dengan tarif layanan. Singkatnya peraturan ini dipandang sebagai “jalan pingkas” untuk
memangkas alur birokrasi keuangan yang selama ini berbelit-belit, karena BLU
memberikan kebebasan kepada rumah sakit untuk meraup “dana segar’” dari masyarakat
tanpa berkewajiban menyetorkan pendapatan tersebut ke kas negara.

Selain pro dan kontra terhadap penerapan pengelolaan keuangan BLU,
permasalahan lain yang turut menghalangi optimalisasi penerapan BLU pada instansi
pemerintah adalah :

1. Kemungkinan munculnya varians dalam kegiatan perencanaan kerja yang telah
dianggarkan dan direalisasi oleh BLU karena kewenangan untuk memperoleh
pendapatan selain dari APBN/APBD, seperti : imbalan sehubungan dengan jasa
layanan, hibah dan sumbangan yang bersifat non-budgeter bagi instansi pemerintah

adalah aktivitas yang terlarang.
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2. Kewenangan untuk menggunakan surplus anggarannya demi kepentingan BLU,
padahal dalam Pasal 3 ayat 7 UU Keuangan Negara disebutkan bahwa :

“Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran
negara/daerah pada tahun anggaran berikutnya”

Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan pula bahwa :

“Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 7
yang digunakan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan Perusahaan
Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD”

3. Kebebasan dari kewajiban membayar PPh Badan atas sisa anggaran atau hasil usaha
atau nilai tambah karena BLU bukan subjek pajak juga kontras dengan Pasal 2 dan 3
UU Pajak Penghasilan.

8 . . .

2.14. Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Badan

Layanan Umum

Dengan terbitnya PP No. 23 Tahun 2005, rumah sakit pemerintah mengalami
perubahan menjadi BLU. Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan
tidak lagi kepada Departemen Kesehatan tetapi kepada Departemen Keuangan, sehingga
harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip-
prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang akan disusun pun harus
grbasis kinerja (sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002). Penyusunan anggaran
rumah sakit harus berbasis akuntansi biaya yang didasari dari indikator input, indikator

proses dan indikator output, sebagaimana diatur berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005
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tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PMK No. 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

BLU sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan merupakan organisasi pemerintahan yang bersifat
nirlaba. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2005 yang menyebutkan
bahwa “Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia”. Dalam
rangka pertangungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya,
rumah sakit pemerintah wajib menyusun dan menyajikan :

1. Eporan Keuangan yang terdiri atas : (a) Laporan Realisasi Anggaran dan / atau
Laporan Operasional (b) Neraca (¢ )poran Arus Kas, dan (d) Catatan atas Laporan

Keuangan.

2. Laporan Kinerja

Laporan Keuangan pada rumah sakit pemerintah tersebut harus dikaji dahulu oleh
Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan, namun
jika tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, kajian dan pemeriksaan dapat ﬁakukan
oleh aparat pengawasan intern kementrian negara/lembaga. Kajian tersebut dilaksanakan
secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BLU,
sedangkan laporan keuangan BLU akan diaudit oleh BPK-RI atau auditor ekternal yang

independen, terdaftar dan disetujui oleh BPK-RI.
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Sebagaimana diatur dalam PP no 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum serta PMK No.76/ PMK. 05/2008 tentang Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa penyusunan anggaran rumah
sakit juga harus berbasis akuntansi biaya yang didasarkan pada indikator input, indikator
proses dan indikator output. Dengan kata lain, anggaran yang akan disusun pihak
manajemen Rumah Sakit harus grbasis kinerja (sesuai dengan Kepmendagri No 29
tahun 2002).

Dengan implementasi perubahan kelembagaan menjadi BLU, pengelolaan keuangan
rumah sakit diharapkan dapat memberikan kepastian mutu dan kepastian biaya demi
pelayanan kesehatan publik yang lebih baik. Dengan demikian pengeloaan keuangan
BLU pada rumah sakit diharapkan mampu memberi nilai tambah dalam upayanya untuk
meningkatkan kualitas jasa layanan dan praktik tata kelola yang transparan bagi publik.
Terkait dengan prinsip transparansi, perhitungan dan penelusuran terhadap unit cost
memerlukan persyaratan sebagai berikut:

1. Menuntut adanya dukungan dari para donatur, pemerintah daerah, dan manajemen.

2. Memiliki keinginan yang kuat dari manajemen rumah sakit untuk berbenah, tanpa
meninggalkan misi layanan sosial tetapi harus tetap mengunggulkan rumah sakit
sebagai alat bergaining position.

3. Kesanggupan untuk mewujudkan desakan akuntabilitas dari publik kepada rumah
sakit, khususnya mengenai pola penentuan tarif, dan

4. Dukungan kepada seluruh tim ahli, baik ahli medis, komite medis dan sistem

informasi rumah sakit, akuntansi dan costing.
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BAB I
ANALISIS BIAYA PER UNIT RSUD KAYU AGUNG

3.1. Pendahuluan

Dengan dikeluarkannya PP No 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum
(BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) menuntut rumah sakit harus berbenah terutama dari segi
keuangan dan akuntabilitasnya. Pengelolaan sumber daya baik manusia, material,
peralatan dan tcknologi dan keuangan harus dilaksanakan secara tepat, efektif dan

efisien sehingga rumah sakit mampu mengelola biaya secara komprehensif .

Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (RS BLUD) memiliki kewenangan
pengelolaan keuangan yang mempunyai fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang
dikelola secara otonomi dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala koorporasi. Hal ini
merupakan tantangan bagi pengelola rumah sakit untuk melakukan terobosan-terobosan
dalam menggali sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan biaya
operasional dan pengembangan rumah sakit. Terobosan itu dapat dilakukan antara lain
dengan mengoptimalkan penerimaan dari unit-unit pelayanan medis dan penunjang
medis melalui penentuan tarif berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost).

Dalam _Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) dan dang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa
pola tarif rumah sakit ditetapkan berdasarkan biaya satuan (unir cost). Penghitungan unit
cost sangat penting sebagai evaluasi biaya dan dasar dalam penentuan tarif.

Tarif merupakan imbalan atas jasa yang diberikan Badan Layanan Umum
Daerah termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Semua rumah sakit
pemerintah maupun rumah sakit swata yang menerapkan Pola Pengembangan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah dituntut untuk memiliki hasil perhitungan biaya satuan (unit

cost) sebagai dasar penetapan tarif.




3.2. Unit Cost/ Biaya per unit

?aya satuan (unit cost) adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengasilkan satu unit
produk atau jasa, terdiri dari biaya ghan langsung, tenaga kerja langsung dan biaya

overhead.

> Biaya bahan langsung yaitu biaya bahan yang langsung digunakan/di konsumsi dalam
kegiatann layanan medis/non medis misalnya obat-obatan, jarum suntik habis pakai,
ﬁrtas, dll.

> Biaya Tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam
kegitan pelayan medis misalnya Dokter, perawat, pegawai administrasi yang
tugasnya langsung melayani pﬁen.

> Biaya overhead adalah biaya bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan
semua biaya tidak langsung lainnya, misalnya biaya pemeliharaan, biaya penyusutan,

dan biaya departemen pendukung.

3.3. Bentuk Departemen /Unit-Unit Dalam Organisasi
Dua bentuk depanemenéit-unit dalam organisasi adalah unit pendukung dan unit
produksi (untuk rumas sakit disebut unit layanan).
> Departemen/Unit Pendukung adalah unit-unit yang mendukung departemen jasa/unit
layanan medis dan non medis menghasilkan jasa layanan.

> Departemen/unit layanan adalah departemen yang menciptakan produk atau jasa.

Pada RSUD Kayu Agung terdapat unit pendukung dan unit layanan , yaitu:
> Unit layanan/penayanan medis dan penunjang medis
1. Intalasi Gawat darurat
. Intalasi rawat Jalan
. ICu/ICCU
. IRA

. IRKLAS
. IRM
. IRB

2

3

4

5. IR Neonaptus
6

7

8

0. IRPDL




10.1BS
11. IR PAVILIUN BS
12. Inst LABORATORIUM
13. Inst Radiologi
14. Inst Farmasi
15. Inst Fisiotherapi
16. UTDRS
17. Inst Pemulasaran Jenazah
Y Ambulance
3> Unit Penunjang terdiri dari:
1. Manajemen dan Bagian Tata Usaha dan Bidang Keuangan
2. Bidang Sarana dan Prasarana

3. Inst Gizi

3.4. Metode - Metode Alokasi Biaya Tidak Langsung (Unit Pendukung)

Informasi biaya satuan (unit cost) dapat diperoleh dengan melakukan pengukuran dan
pembebanan biaya ke objek biaya. Terdapat beberapa metode pengukuran unit cost atau
analisis biaya yang telah berkembang, khususnya dalam mengalokasikan biaya tidak

langsung dari unit pendukung ke unit utama, antara lain:

1. Metode Simple Distribution (satu langkah)
2. Metode Step Down (Dua langkah)

3. Metode resiprocal

4. Metode Activity BAsed Costing

5. Metode Modified ACtivity Based Costing

34.1. Metode Simple Distribution (Satu langkah)/ Metode langung

Merupakan metode yang paling sederhana, yaitu mengalokasikan semua biaya
departemen penunjang ( misalnya biaya manajemen dan bagian tata usaha, biaya bidang
keuangan, dan biaya sarana prasarana) langsung dibebankan semua ke biaya pelayan medis
dan non medis, tanpa memperhatikan katerkaitan antara biaya departemen penunjang yang
satu dengan yang lainnya (misalnya biaya bidang keuangan juga digunakan untuk melayani
bidang sarana dan prasarana). Semua biaya departemen pendukung tersebut merupakan

biaya tidak langsung bagi departemen pelayanan medis dan non medis.




3.4.2. Metode Step Down (Dua langkah)

Metode step down (dua langkah) atau kadang kadang disebut metode bertahap adalah
metode alokasi biaya yang mengakui adanya keterkaitan antara departemen penunjang.
Dalam metode ini, biaya unit penunjang di alokasikan ke unit penunjang lainnya terlebih
dahulu, baru di alokasikan ke departemen produksi (layanan medis dan non medis). Unit
penunjang yang memberikan paling banyak kontribusi diletakkan pada urutan yang paling
tinggi dalam susunan untuk alokasi ini. Alokasi biaya penunjang di lakukan bertahap sesuai
urutan kontribusinya. Bagi departemen penunjang dengan urutan yang lebih tinggi, yang
telah di alokasikan biaya nya, tidak akan mendapat alokasi lagi dari departemen yang ada

diperingkat yang lebih rendah.
3.4.3. Metode resiprocal

Pada metode ini, di perhitungkan adanya hubungan timbal balik antar departemen
penunjang.  sehingga alokasi biaya dari departemen penunjang dilakukan dengan
menggunakan persamaan simultan yang menghitung dan mengalokasikan setiap biaya unit
penunjang ke unti penunjang lainnya, kemudian baru dialokasikan ke departemen produksi

(layanan medis dan non medis)
3.4.4. Metode Double Distribution

Metode ini hampir sama dengan metode dua, bedanya pada cara alokasi biaya yang
dilakukan dalam dua tahapan. adanya kontribusi antara unit dilakukan secara nyata. dalam
hal ini tidak ada penutupan suatu unit penunjang yang telah mengalamo alokasi baiay aslinya.
dengan demikina maka ada kemungkinan unti penunjang tersebut mendapat alokasi dari unit
penunjang lainnya.
3.4.5.a. Metode activity based costing (ABC)

Menurut Mulyadi (2001) ABC adalah sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas yang
didesain personel dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui
pengelolaan aktivitas. kerangka kerja yang dilakuan yaitu dengan mengidentifikasi aktivitas,
menghitung akumulasi biaya per kelompok aktivitas, kemudian menghitung standart unit
cost untuk produk/output yang dihasilkan yaitu layanan kesehatan. tahapa-atahapan terdiri
dari:

1. Identifikasi proses bisnis RSUD
2. Review data keuangan RSUD, untuk mengetahui mata anggaran yang ada serta batasan

penggunaannya.




3. Mengidentifikasi dan membuat definisi aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh
unit-unit layanan, ke dalam activity dictionary.

4. Mengidentifikasi dan menetapkan Cost Object, Direct Labor Cost, Direct Material Cost
dan Overhead Cost.

5. Identifikasi Expense Category, Cost Driver,dan Cost Component .

6. Penyusunan hirarki alokasi activity overhead cost pada tingkat bidang. Untuk
menentukan/mengestimasi proporsi biaya yang diserap, yaitu melalui proporsi yang
besarnya ditentukan oleh cost driver yang telah diidentifikasi

7. Merekonstruksi aktivitas unit layanan berdasarkan activity dictionary pada tahun
anggaran 20XX

3.4.5.b. Metode Modified Activity Based Costing (ABC modifikasi)

metode ini adalah metode ABC yang disederhanakan dengan mengadopsi metode
double distribution. Aloaksi biaya per unit kerja dan keterkaitannya dengan produk rumah

sakit di gambarkan sebagai berikut:

Revenue Center Produk RS
Bedah Seniral JIER
Produk

{Cast Center)

Gizi Prediict Rawat Inap &

Cost \ i
Farmasi Curter PR St - Tindakan Medis

Ue Prcldud Karcis Kunjungan
< Rawal Jalan
ﬂndakarl Medis

Tindakan Medis

Gawat Danurat

Laboratomum

Unit Manajemen ﬂ
| Radologi
- Pemulasaran
e ‘ Jenazah, dil

Rovenue Conler
Lain




BS.QRHITUNGAN BIAYA PER UNIT/UNIT COST DAN ALOKASI BIAYA
UNIT PENUNJANG PADA RSUD KAYU AGUNG

Data keuangan dan data opersional yang tersedia pada RSUD kayu Agung untuk
tahun 2011 maupun 2012 paling sesuai menggunakan Metode Langsung/ Metode Simple
Distribution (satu langkah). Saat ini data yang tersedia belum memadai untuk menghitung

biaya per unit menggunakan metode ABC maupun ABC yang disesuaikan (Modified ABC).

Tahapan yang dilakukan dalam menghitung biaya per unit/unit cost menggunakan

metode langsung terdiri dari:

1. Menghitung Total Biaya Departemen/unit penunjang.

2. Mengalokasikan biaya Over head Tidak langsung yang berasal dari unit penunjang
ke departemen /unit layanan medis dan non medis

3. Menghitung total biaya masing-masing unit layanan.

4. Menghitung biaya per unit layanan.
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BABV
%S[N[PULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan yang diuraikan sebelumnya maka dapat
diambil kesimpulan bahwa :
1. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Neonatus adalah sebagai berikut:
a. Kamar dengan inkubator Rp70.390.- per hari
b. Kamar tanpa inkubator Rp68.331 - per hari
c. Jasa medis Rp 34.166.-

d. Tindakan Rp 44.189 .-

2. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Paviliun adalah sebagai berikut:
a. Kamar Rp77.283 .- per hari
b. Jasa medis Rp 60.159.-

¢. Tindakan Rp 144.581 .-

3. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan IRB adalah sebagai berikut:
a. Kamar Rp60.638 - per hari
b. Jasa medis Rp 96.283 -

d. Tindakan Rp 263.926.-

4, Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan IRPDL adalah sebagai berikut:
a. Kamar kelas I Rp49.927 - per hari

b. Kamar kelas II Rp 15.306,- per hari

c. Jasa medis Rp 35.927.-

d. Tindakan Rp 112.250 -
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5. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan rawat Kelas adalah sebagai berikut:
a. Kamar kelas I Rp 85.876.- per hari

b. Kamar kelas I Rp 30.506.- per hari

c. Jasa medis Rp 42. 436.-

d. Tindakan Rp 82.874.-

6. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan ICCU adalah sebagai berikut:
a. Kamar Rp 122.803.- per hari
b. Jasa medis Rp 386.987 -

c¢. Tindakan Rp 480.756.-

7.a. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Bedah Sentral/ bedah kebidanan adalah
sebagai berikut:

a. Untuk Ukuran Sedang harga Kamar Rp 1.033.501.- per hari

b. Jasa medis Rp 611.128 -

c. Tindakan Rp 506.637 -

d. Untuk Ukuran besar harga Kamar Rp 419.895.- per hari

e. Jasa medis Rp 1.248.142 -

f. Tindakan Rp 480.762 .-

7.b. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Bedah lainnya adalah sebagai berikut
a. Untuk Ukuran harga Kamar sedang Rp 345.311,- per hari

b. Jasa medis Rp 476.120,-

c. Tindakan Rp 730.529 -

d. Untuk Ukuran besar harga Kamar Rp 1.676. 625 .- per hari
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e. Jasa medis Rp 1.317.008 -

f. Tindakan Rp 2.07.585.-

7.c. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Bedah Mata adalah sebagai berikut
a. Untuk Ukuran harga Kamar sedang Rp 824 .478.- per hari

b. Jasa medis Rp 570.123 .-

c. Tindakan Rp 1.744.239 -

d. Untuk Ukuran besar harga Kamar Rp 930.009.- per hari

e. Jasa medis Rp 867.717 .-

f. Tindakan Rp 1.151.290585,-

8. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Rawat Anak adalah sebagai berikut
a. Untuk Ukuran harga Kamar kelas II Rp41.118.- per hari

b. Untuk Ukuran harga Kamar kelas III Rp 32.388 .- per hari

b. Jasa medis Rp 41.406.-

c. Tindakan Rp 109.769 -

9. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Rawat Mata adalah sebagai berikut
a. Untuk Ukuran harga Kamar kelas II Rp 38.627.- per hari

b. Untuk Ukuran harga Kamar kelas III Rp 29.908 .- per hari

b. Jasa medis Rp 123 .-

c. Tindakan Rp 86.046 -
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10. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan IRKB adalah sebagai berikut
a. Untuk Ukuran harga Kamar kelas I Rp 45.966.- per hari

b. Untuk Ukuran harga Kamar kelas III Rp 37.237 .- per hari

b. Jasa medis Rp 60.977 .-

c. Tindakan Rp 154 .987 .-

11. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan IRJ/POLI adalah sebagai berikut
a. Untuk harga Karcis Rp 2.417 - per hari

b. Poli umum Rp 26.447 - per hari

c. Kir Kesehatan Rp 17.878 .-

d. Tindakan gigi conservasi Rp 75.575.-

e. Tindakan gigi exodentia Rp 75.575.-

f. Tindakan gigi priodontia Rp 337.198.-

g. Tindakan gigi prostodontia Rp 2.530.704 -

h.Konsultas Spesialis Rp 124.114.-

12. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Fisioterapi adalah Rp 105998 .-
13. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit lavanan Ambulan adalah Rp 194.192.-
14. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Pemulasan Jenazah adalah Rp3.699.141 .-
15. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Konsultasi Gizi adalah Rp 24.898.-
16.a. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Thorax Potho adalah Rp 98.738.-
b. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan BNO/Polos Abdomen adalah
Rp 98.738,
¢. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Cranium AP Lateral adalah Rp 98.738 -
d. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Vertebralis cervical thoracal. Lumba

adalah Rp 98.738 -
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e. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Extremitas Atas dan bawah adalah
Rp77.603 -
f. Tarif yang diusulkan untuk biaya per unit layanan Dental intra oral adalah

Rp89.957 -
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